5.1

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap perlakuan aset

tetap Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan diperoleh kesimpulan sebagai
berikut:

1.

Dalam pengklasifikasian aset tetap Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera
Selatan telah sesuai dengan PSAP No. 7.

Pencatatan perolehan aset tetap Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera
Selatan masih banyak dijumpai aset tetap yang belum dicatat per unit.
Dengan demikian Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam
melakukan pencatatan perolehan aset belum sesuai dengan PSAP No. 7.
Dalam menghitung penyusutan aset tetap di Dinas Perdagangan Provinsi
Sumatera Selatan dengan PSAP No. 07. Yang membuat belum sesuainya
penyusutan yaitu untuk sebagian aset yang ada pada Dinas Perdagangan
disusutkan tanpa memperhatikan karakteristiknya terlebih dahulu.
Penyajian aset tetap di neraca Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan
belum tepat, karena diolah menggunakan aplikasi maka informasi mengenai

penyusutan tidak tertera.
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Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran berupa:

Dalam klasifikasi asset tetap sudah sesuai, Dinas Perdagangan hanya perlu
mempertahankan agar Kklasifikasinya tetap sesuai dengan ketentuan PSAP
No. 7.

Dalam pencatatan daftar aset harus lebih diperhatikan jumlah aset dan nilai
harga perolehan per unit nya agar tidak terjadi kekeliruan dalam menghitung
penyusutan aset nantinya.

Pada perhitungan penyusutan harusnya lebih di perhatikan, walaupun sudah
mengunakan aplikasi, tetap saja harus diperhatikan apakah metode yang
digunakan oleh aplikasi tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan Dinas
Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

Pada penyajian aset tetap dalam laporan keuangan Dinas Perdagangan
Provinsi Sumatera Selatan seharusnya menambahkan informasi mengenai

penyusutan agar laporan keuangannya sesuai dengan standar yang berlaku.
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